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Preamble

A kak enggano i kepu enggano, propinsi baka’aur i republik indonesia. A mengidentifikasikan diri da
ya’pan masyarakat hukum adat kepu enggano, iah da babibi kur kahinu. Keberadaan a i-ie’ epehde
kirditaha’ he kak kur luar i taun 1596.

Kami adalah orang Enggano di Pulau Enggano, provinsi Bengkulu di Republik Indonesia. Kami mengidentifikasi
diri kami sebagai Masyarakat Hukum Adat Pulau Enggano, tempat kami tinggal sejak dahulu kala, keberadaan
kami disini pertama kali dicatat secara tertulis oleh orang luar pada tahun 1596.

We are the Enggano people of Enggano Island in Bengkulu Province in the Republic of Indonesia. We identify
ourselves as the indigenous people of Enggano Island, where we have lived since time immemorial, our presence
here being first recorded in writing by outsiders in 1596.

A masyarakat hukum adat kepu enggano kiki akia’kin (6) tuku: Kaitora, Ka’arubi, Ka’ahoa, kauno,
kaharuba he Kaamay. Ne’en e’ a kipanenek he kiki i akia’kin (6) desa: desa banjarsari, desa meok, desa
apoho, desa malakoni, desa kaana he desa kahyapu. Suku he keluarga (kaudar) a kiki ekap ahao de
kekahaip me’ kiwakili suku he kaudar heo kiarda ya’na’ae yaheuk eice ka’iko aturan ahao he praktek-
prakter tradisionalnya.

Kami, Masyarakat Hukum Adat Pulau Enggano terdiri dari 6 suku: Ka’hua, Kaitora, Kaarubi, Kaharuba, Kauno,
dan Kamay. Saat ini kami menyebar dan tinggal di enam desa; Desa Banjar Sari, Desa Meok, Desa Apoho,
Desa Malakoni, Desa Kaana dan Desa Kahyapu. Suku dan keluarga (Kaudar) kami memiliki pemimpin adat
sendiri, yang mewakili suku dan kaudar dalam semua pengambilan keputusan sesuai dengan hukum adat
dan praktik-praktik tradisional kami.

We, the Enggano people, comprise six clans - Ka’hua, Kaitora, Kaarubi, Kaharuba, Kauno, dan Kamay - and we
currently reside in six settlements - Desa Banjar Sari, Desa Meok, Desa Apoho, Desa Malakoni, Desa Kaana dan
Desa Kahyapu. Our clans (suku) and sub-clans (kaudar) have their own customary leaders, who represent the
clans and sub-clans in all decision-making in line with our customary laws and traditional practices.

LEMBAGA ADAT MASYARAKAT ENGGANO (PABUK)
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— Suku Ka’ahoa Suku Kaitora Suku Ka’arubi Suku Kaharuba Suku Kauno Suku Kamay
Suku Ka’ahoa Ka’arubi Ka’apep Kauno Ka’adabe
Ka’ahoa Kaba Ka’arubi Kapakueid Kauno Kapu’e
Ka’ahoa Kapo’i Heubei Ka’arubi Kadihibe Kauno Kaburui

Ka’ahoa Kamanihian
Ka’ahoa Kakorea
A man wades out with his net for a sunset catch, Bengkulu. Credit Elenaor Fithen for FPP



Masyarakat ahao kepu enggano keur kur sumberdaya alam i wilayahda kade: parai eai i ha’ao me’
amuh, berburu i ha’ku he yare’ ke’eh i dopda he memanfaatkan sumberdaya alam me’ kahne me’ mek
i heo he sekitar kepu da. Tradisi me’ kahinu A mengidentifikasikan a he edop e’, ekepu e’ he ha’ao i
sekitarde.

Masyarakat Hukum Adat Pulau Enggano selalu hidup dari sumber daya alam di wilayah kami melalui
penangkapan ikan di perairan yang luas di sekitar pulau kami, berburu di hutan dan bertani di tanah kami,
serta memanfaatkan sumber daya alam lainnya yang melimpah di dalam dan disekitar pulau kami. Tradisi
tertua kami mengidentifikasikan kami dengan tanah ini, dengan pulau ini dan dengan laut di sekelilingnya.

Our people have always lived off the natural resources in our territory through fishing in the extensive waters
around our island, hunting in the forests and farming on our land, as well as making wider use of the abundant
other natural resources in and around our island. Our oldest traditions identify us with this land, this island and
with the sea around it.

A kicatat i kitu hukum hak asasi manusia internasional me’ dikembangkan he perserikatan bangsa-
bangsa (PBB) me’ni Indonesia ka’pan yakahai’ anggotade. Masyarakat ahao kir akui ka’hak buhbu
pakukua masa depan he jalur pembangunande ki kahaip, buh ba’bua’, baharuh, bakurere wilayah,
adop he sumberdaya alam me’ secara tradisional eharud, yahain babai atau ba’bua’. Undang -undang
e’ jugo butegaskan hak da buh buatur diri da akahaip, buh bu wakili dori da kahaip melalui lembaga-
lembaga a lahaip, bupraktekkan hukum adai da he hak da buh bupe he ke’ upe a persetujuan atas dasar
informasi pehde keam ba paksaan terjadap proyek e iah nap me’ buh bu pengaruhi hak-hak da.

Kami mencatat bahwa di bawah hukum hak asasi manusia internasional yang di kembangkan oleh
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dimana Indonesia menjadi salah satu anggotanya, masyarakat adat
diakui memiliki hak untuk menentukan masa depan dan jalur pembangunan mereka sendiri, untuk
menggunakan, memiliki dan menguasai wilayah, tanah dan sumber daya alam yang secara tradisional
mereka miliki, tempati atau gunakan. Undang-undang ini juga menegaskan hak kami untuk mengatur
diri sendiri (self-determination), untuk mewakili diri kami sendiri melalui Lembaga-lembaga kami sendiri,
mempraktekkan hukum adat kami dan hak untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan

atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (padiatapa) terhadap proyek-proyek apapun yang dapat
mempengaruhi hak-hak kami.

We note that under international human rights law, including laws developed by the United Nations and which
Indonesia has ratified and are bound by, indigenous peoples are recognised as having the rights to determine
their own future and path of development, and to the use, ownership and control of the territory, lands and
natural resources that they traditionally own, occupy or otherwise use. These laws also affirm our right to self-
governance, to represent ourselves through our own institutions, practise our customary laws, and to give or
withhold our free, prior and informed consent (FPIC) to any projects or measures that may affect our rights.

A kakita bahwa Indonesia ho bu dukung he meratifikasikan hukum-hukum internasiomal. e’ termasuk
Konvensi Internasional tentang hak sipil he politik, Konvensi Internasional tentang hak ekonomi, soaial
he budaya. Konvensi PBB tentang penghapusan kiarda bentuk diskriminasi rasial (CEDAW and CRC) he
deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat melalui konstitusi he undang-undang no. 39 tahun
1999 tentang hak asasi manusia, Indonesia berkomien buh bu junjung tinggi hak-hak asasi manusia heo
yahatur kiarda warga negara Indonesia.

Kami ingat bahwa Indonesia telah mendukung dan meratifikasi hukum-hukum internasional ini termasuk
Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan
Budaya, Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, Konvensi Penghapusan Segala
Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Konvensi Hak Anak, dan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat
Adat.* Melalui Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Indonesia
berkomitmen untuk menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia ini dalam mengatur seluruh warga negara
Indonesia.

We recall that Indonesia has ratified these international laws including the International Covenant on Civil and
Political Rights, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the Convention on the
Elimination of All Forms of Racial Discrimination, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
Against Women, and the Convention on the Rights of the Child, and Indonesia has endorsed the Declaration on
the Rights of Indigenous Peoples. Through the Constitution and Law No. 39 of 1999 on Human Rights, Indonesia is
committed to uphold these human rights in governing all the citizens of Indonesia.

Beb pe ean a bu tegaskan kaikoUUD 1945 pasal 18b ayat 2 me’ ki’iu bahwa Negara ki akui he kihormati
kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat he hak-hak tradisional de sepanjang ke keurd he ka’iko
perkembangan masyarakat he prinsip Negara kesatuan republik Indonesia me’ kir atur heo undang -
undang. Maka a adalah masyarakat hukum adat kep enggano.

Oleh karena itu, kami tegaskan bahwa sesuai dengan UUD 1945 pasal 18b ayat 2 yang menyatakan
bahwa “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara
Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang” maka kami adalah Masyarakat Hukum
Adat Pulau Enggano.

We therefore affirm that in line with Constitution article 18B(2), which states that “the state recognizes and
respects the customary law community units and their traditional rights as long as they are still alive and in
accordance with the development of society and the principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia
as regulated by law” that we are the Enggano Indigenous People.

Ka’iko kiarda hal i temb, a bu nyatakan bahwa sebagai MHA enggano, a kimita’ agar hakda atas
PADIATAPA kir hormati i heo ya’na’ae yahauk pana ka’iko sistem adai’da dan sejalan he hukum adai’da.

Berdasarkan semua hal diatas, kami menyatakan bahwa sebagai MHA Enggano, kami meminta agar hak
kami atas padiatapa dihormati dalam pengambilan Keputusan yang dapat mempengaruhi hak-hak kami. Ini
berarti kami harus diizinkan untuk membuat Keputusan berdasarkan sistem adat kami dan sejalan dengan
hukum adat kami.

Based on all the above, we assert that as the indigenous people of Enggano, we require that our right to FPIC
be respected in making any decisions that may affect our rights. This means we must be allowed to participate
effectively in all decisions affecting us, and to make decisions based on our customary systems and in line with
our customary laws.

1 Istilah “masyarakat adat” di Indonesia mengacu pada “indigenous peoples” dalam konteks hukum internasional. “Masyarakat hukum adat” adalah
“masyarakat adat”, namun “masyarakat adat” adalah istilah yang lebih luas dan inklusif. Kami mengidentifikasi diri kami sebagai masyarakat adat yang juga
merupakan masyarakat hukum adat dalam pengertian hukum Indonesia.

The term “masyarakat adat” in Indonesia refers to “indigenous peoples” within the context of international law. “Masyarakat hukum adat” are “masyarakat
adat’; but “masyarakat adat” is a broader and more inclusive term. We identify ourselves as indigenous peoples who are also masyarakat hukum adat within
the meaning of Indonesian law.



Ya Kunda Padiatapa MHA Enggano

Prinsip Pediatapa MHA Enggano
FPIC Principles of the Enggano Indigenous People

Setiap ya’na’ae keputusan me’ . Setiap kak atau organisasi me’ kibeh bu’uem
mempengaruhi hak-hak da, harus bu iah nap me’ mempengaruhi hak -hak

junjung tinggi hak hak ean me’ mencakup masyarakat hukum adat enggano buh pehde
hal-hal kine’ei’: mu mita’ ijin kur masyarakat hukum adat

enggano.

Local huts where the Sumgai PaamiKi ; k ' _ e ) T\ = Setiap pengam'bllan KePUtUS?n yang Setiap orang atau organisasi yang ingin

meets the beach at Bak Blau on % " s _ o mempengaruhi hak-hak kami, harus melakukan tindakan apa pun yang

the island’s north coast, Eggano. S : ; : s RS — Woarh . . . § :

R o St = - < . : =y i menjunjung tinggi hak_ hak tersebut dan mempengaruhi hak-hak Masyarakat Hukum Adat
mencakup hal-hal berikut Enggano harus terlebih dahulu meminta izin dari

. ; Masyarakat Hukum Adat Enggano.
Any person or organisation seeking to carry

Yahpi PI‘OtOkOl Padiatapa MHA Enggano = out any project, activity, or other measure Any person or organisation seeking to carry out any

affecting our rights must uphold these rights measure affecting Enggano rights must first seek

and respect the following: permission from the Enggano people.
Tujuan Protokol Padiatapa MHA Enggano '
; 2. Hak perwakilan: bahwa heo proses FPIC a ho
The purpose of FPIC Protocol of the Enggano Indigenous People bu pilih he ho bu’uo’ perwakilan kur tiap suku

yakni: Paabuki, ekap ha’au’ he ekap kaudar
buh buwakili eic da sebagai masyarakat hukum
adar enggano.

Tujuan disusunya Protokol Padiatapa MHA Enggano adalah untuk

Hak Perwakilan: bahwa dalam proses padiatapa
kami telah memilih dan menunjuk perwakilan
dari masing-masing suku; yakni Pabuk dan Ketua
Pintu Suku atau Kap Kaudar untuk mewakili suara
kami sebagai Masyarakat Hukum Adat Enggano.

The purpose of compiling this FPIC Protocol of the Enggano Indigenous People is to:

1. Ya’pan pedoman he masyarakat hukum adat enggano buh ki ma’na’ae. Keputusan terkait pengamanan
ekoa eyeurd he pengeloaan sumberdaya alam.

Right to self-representation: that in any FPIC
process we have already chosen and appointed
representatives from each clan, namely, the Pabuk
and Ketua Pintu (sub-clan chief) or Kap Kaudar,

to represent our voice as the Enggano indigenous
people.

Menjadi pedoman bagi MHA Enggano untuk mengambil keputusan terkait dengan pengamanan ruang hidup
dan pengelolaan sumber daya alam.

Provide guidance for the Enggano indigenous people to make decisions related to the security of our living space
and management of our natural resources.

2. Ya’pan pedoman he pihak mehda kade perusahaan, pemerintah, akademisi he kahnede me’ ke’pan
masyarakat hukum adat enggano Buh bu hormati he bu patuhi nilai he keputusan terkait rencana yah
Bangun heo skala tertentu me’ buh kir bangun i wilayah adat masyarakat hukum adat enggano i kepu
enggano.

Menjadi pedoman bagi pihak luar; yakni perusahaan, pemerintah, akademisi dan lain sebagainya yang bukan
masyarakat hukum adat Enggano untuk menghormati dan mematuhi nilai dan keputusan terkait rencana
pembangunan dalam skala tertentu yang akan dibangun di wilayah adat MHA Enggano di Pulau Enggano.

Provide guidance for external parties - namely companies, government, academics and others who are not
Enggano indigenous peoples - to respect and comply with the values and decisions related to development plans
on a certain scale that are proposed to be built in the customary lands of the Enggano indigenous people on
Enggano Island.



Hak informasi: bahwa a berhak ya’dape’
informasi me’ kun terkait rencana
pembangunan atau proyek tertentu i wilayah
adai’ da kade bukti hukum, peta, studi
dampak, HRIA’S sebelum negosiasi me’
dilakukan he pemrakarsa proyek ( kak me’ kah
usulkan proyek).

Hak Informasi; bahwa kami berhak
mendapatkan informasi yang benar terkait
rencana pembangunan atau proyek tertentu di
wilayah adat kami seperti bukti hukum, peta,
studi dampak, HRIA’s sebelum negosiasi yang
dilakukan oleh pemrakarsa proyek (orang yang
mengusulkan proyek).

Right to information: that we have the right

to obtain accurate information regarding
development plans or certain projects in our
customary territory such as legal evidence, maps,
impact studies, HRIAs, before negotiations are
carried out by the project initiator (the person
proposing the project).

Bu utamakan eic da he kepentingan a.
Mengutamakan suara dan kepentingan kami.

Our voices and interests must be prioritized.

Padiatapa a buh kirduarpe kep kirmulai proyek
iah nap.

Padiatapa kami harus dicari sebelum proyek apa
pun dimulai.

Our FPIC must be sought in advance of the
commencement of any project.

Padiatapa a buh kirduarpe keamba yi yaba’ta,
intimidasi, pelecehan he kriminalisasi.

Padiatapa kami harus dicari tanpa adanya
paksaan, intimidasi, pelecehan atau kriminalisasi

Our FPIC must be sought without any coercion,
intimidation, harassment or criminalization.

Buh makenah pengamat he penasehat me’
a kakenah a kahaip kur akademisi, LSM he
pengacara.

Untuk memiliki pengamat dan penasihat yang
kami pilih sendiri, misalnya dari akademisi, LSM,
dan pengacara.

To have observers and advisers of our own choosing
for example from academia, NGOs and lawyers.

Buh terlibat heo negosiasi he buh mupak
pertimbangkan proposal, bu tinjau rancangan
perjanjian he diskusi inklusif.

Untuk terlibat dalam negosiasi dengan waktu
tertentu untuk mempertimbangkan proposal,
meninjau rancangan perjanjian dan diskusi
inklusif.

To engage in negotiations with time for
consideration of proposals, review draft
agreements and inclusive discussion.

12.

Bahwa setiap akarub suku atau ekap kaudar he
masyarakat terkait ya’na’ Keputusan atau bu
ku’ia’ usulan melalui usulan tingkat desa.

Bahwa setiap pintu suku atau kap kaudar dan
masyarakat terkait mengambil keputusan
untuk mendukung atau menolak usulan melalui
musyawarah tingkat desa.

That relevant sub-clans and communities make
decisions on whether to support or reject proposals
through deliberation at village level.

Buh bu pakeu’ informasi heo bahasa indonesia
he bahasa enggano he bulalui pakobbah he

kak mek sehingga bu pe hapeu’ dop o a buh bu
pako’oa’ inflikasi termasuk biaya he kuhue de.

Untuk menyampaikan informasi dalam Bahasa
Indonesia dan melalui pertemuan umum
sehingga memberikan waktu bagi kita untuk
memahami implikasi termasuk biaya dan
manfaatnya.

To present information in Indonesian and through
public meetings give time for us to understand the
implications including costs and benefits.

13.

Bahwa negosiasi me’ di’iem he perwakilan me’ a
kipilih a kahaip bersipat terbuka dan menjunjung
tinggi hapi masyarakat me’ diungkaplan melalui
Pakobah ean.

Bahwa negosiasi yang dilakukan oleh perwakilan
yang kami pilih sendiri bersifat terbuka dan
menjunjung tinggi keinginan masyarakat yang
diungkapkan melalui pertemuan tersebut.

That negotiations by our own self-chosen
representatives are open and uphold the will of the
communities expressed through such meetings.

17.

Bahwa setiap proyek me’ kirsetujui iyapau level
tertentu (IDR 500.000.000) jugo harus disertai
dengan kewajiban buh bu biayai ritual yaruda’
ka’iko aturan adai.

Bahwa setiap proyek yang disetujui di atas level
tertentu (IDR 500.000.000) juga harus disertai dengan
kewajiban untuk membiayai ritual Yareuda sesuai
dengan hukum adat.

That any projects which are agreed to above a certain
level (IDR 500.000.000) must also undertake to pay for
a Yareuda ritual in line with customary law.

18.

Bahwa anggota masyarakat me’ dicalonkan pihia’
bupantau pelaksanaan e iah me’ disepakati dan
bukuda’ keluhan abi yakurade.

Bahwa anggota masyarakat yang dicalonkan harus
dapat memantau pelaksanaan apa yang disepakati
dan menyampaikan keluhan jika ada kekurangan.

That nominated community members must be able to
monitor implementation of what is agreed and raise
concerns if there are any shortcomings.

10.

Buh bu rekam kiar negosiasi heo bentuk vidio
atau suara.

Untuk merekam semua negosiasi dalam bentuk
video atau suara.

To record in video or audio all negotiation.

11.

Hapeu’de o masyarakat buh bu bahas
rancangan perjanjian kuhue buh bu dape’
pandangan kur kiar anggota termasuk kahaer
he kapa buh bu Pertimbangkan suara kur
pihak-pihak me’ kirpercaya.

Waktunya bagi masyarakat untuk membahas
rancangan perjanjian guna mendapatkan
pandangan dari semua anggota termasuk
perempuan dan pemuda, dan untuk
mempertimbangkan saran dari pihak-pihak yang
dipercaya.

Time for communities to discuss draft agreements
so that the views of all members including women
and youth can be obtained, and to take into
account the advice of trusted parties.

14,

Hak untuk bu’u ei’ atau ke’ terhadap usulan
iah nap dan agar keputusan ean Kirpatuhi dan
kir patuhi he pemerintah daerah i tingkat desa,
kecamatan, kabu Paten dan tingkat mehde.

Hak untuk mengatakan ‘ya’ atau ‘tidak’ terhadap
usulan apapun dan agar keputusan tersebut dipatuhi
dan dihormati oleh pemerintah daerah di tingkat
desa, kecamatan, kabupaten dan tingkat lainnya.

The right to say ‘yes’ or ‘no’ to any proposal and that
this decision be upheld and respected by the local
government at village, kecamatan, kabupaten and
other levels.

15.

Hak buh negosiasi.
Hak untuk negosiasi.

The right to negotiate.

16.

Bahwa salinan kiarda perjanjian me’ kirdicapai
dan kirbagikan secara lengkap O perwakilan.

Bahwa salinan semua perjanjian yang telah dicapai
dibagikan secara lengkap kepada perwakilan.

That copies of all agreements which are reached are
shared in full with the representatives.

19.

Untuk bu puka lagi perundingan atau a ke’ efektif,
untuk bunyatakan perjanjian iah nap batal demi
hukum abi pihak me’ gagal bu patuhi kewajibande
ka’iko Perjanjian ian nap.

Untuk membuka kembali perundingan atau, jika
tidak efektif, untuk menyatakan perjanjian apa

pun batal demi hukum jika ada pihak yang gagal
memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian apa
pun.

To reopen negotiations or, if these are ineffective, to
declare any agreement null and void if any party fails
to fulfil its obligations under any agreement.



Panawa’ kak mek

Tanya Jawab Umum

Frequently Asked Questions

Kasus (kinen adai merespon kasus
-kasus i top e’) jawab me’tertuang i top
e’ merupakan jawaban me di jawab he
MHA enggano heo FGD/pakobah kaudar
i desa meok pada tanggal 20 agustus
2024.

Kasus (bagaimana adat merespon
kasus-kasus dibawah ini). Jawaban yang
tertuang dibawah ini merupakan jawaban
yang dijawab oleh MHA Enggano dalam
FGD/Pertemuan Kampung di desa Meok
pada tanggal 20 Agustus 2024.

Cases (how adat responds to the cases
below). The answers set out below are
those answered by the Enggano MHA
during the FGD/Village Meeting in Meok
village on 20 August 2024.

P: Abi pro kontra i antara masyarakat
terhadap suatu proyek, kinen masyarakat
adat enggano yaduhda’ani?

J: Kir adakan pe pana i tingkat warga suku me’
difasilitasi he kap kaudar/kap ha’au’, hasil pana i
tingkat suku an kirna’ yah he paabuk untuk kirna’
keputusan kiarda suku ka’pan keputusan kak kiarda
heo yaduhda’ kasus.

P: Jika ada pro kontra di antara Masyarakat
terhadap suatu proyek, bagaimana
masyarakat adat Enggano menyelesaikannya?

J: Diadakan musyawarah ditingkat warga suku
yang difasilitasi oleh ketua pintu suku/kepala suku
dan hasil musyawarah tiap suku di bawa ke Pabuk
untuk diambil keputusan secara bersama semua
suku sebagai suatu keputusan bersama dalam
penyelesaian kasus.

Q: Ifthere are fors and against viewpoints
among the community towards a project, how
does the Enggano indigenous people resolve it?

A: Discussions at the suku (clan) level are facilitated by
the clan leader and the results of each clan discussion
are brought to Pabuk for a joint decision by all clans as
ajoint decision in resolving the case.

P: Bbi proyek kiki i wilayah desa atu kawasan
ha’ku negara kade cagar alam, hutan buru,
haku lindung, he mehde?

J: Wakil masyarakat me’ ho kir di hopaku kua he
masyarakat adat yakni: pa’abuk, Kap ha’au’ he atau
kap kaudar heo wilayah adat me’ terdampaktetap
buh bu adakan koordinasi, negosiasi, monitoring
he a memungkinkan bu adakan kolaborasi heo
yahbangun ean sepanjang ka’kuhue o warga suku
masyarakat adat pulau enggano.

P: Jika proyek berada di wilayah administrasi
desa atau kawasan hutan negara seperti
cagar alam, taman buru, hutan lindung, dll,
bagaimana Masyarakat Hukum Adat Enggano
akan menanggapi hal ini?

J: Bahwa wakil masyarakat yang sudah ditetapkan
oleh masyrakat adat yaitu Pabuk, Kepala Suku dan
atau Ketua Pintu Suku (Kap Kaudar) dalam wilayah
adat yang terdampak, tetap harus mengadakan
koordinasi, negosiasi, monitoring dan mungkin
berkolaborasi dalam pembangunan tersubur
sepanjang bermanfaat bagi warga suku masyarakat
adat pulau Enggano.

Q: If the project is located in the village
administrative area or state forest areas such as
nature reserves, hunting parks, protected forests
etc, how will the Enggano indigenous people
respond to this?

A: That the community representatives who have been
appointed by the indigenous community, namely
Pabuk, the clan leader and/or the sub-clan leader
(Ketua Pintu Kaudar/Kap Kaudar) in the affected
customary area, must still coordinate, negotiate,
monitor, and possibly collaborate with relevant
stakeholders in the aforementioned development for
as long as it is beneficial for the indigenous people of
Enggano Island.

P: Kinen bu respon proyek me’ kep ideuhur he
hodeuhur atau me’ lagi kirbangun?

J: perwakilan me’ kir ho butetapkan he MHA bu mita’
informasi lengkap tentang rencana proyek, standar
proyek he bu awasi yekeyah proyek.

P: Bagaimana merespon proyek yang belum
dan sudah atau sedang berjalan?

J: Perwakilan yang sudah ditetapkan oleh MHA akan
meminta informasi lengkap tentang rencana proyek,
standar proyek dan mengawasi jalannya proyek.

Q: How to engage at different stages of project
development; planning, implementation and
post-implementation?

A: Representatives appointed by the MHA will request
complete information about the project plans, project
standards and supervise the project implementation.

P: Kinen mekanisme monitoring terhadap
pembangunan proyek i wilayah adat MHA
enggano?

J: Kiarda masyarakat hukum adat i wilayah
pembangunan proyek wajib bu Lakukan pemantauan
he abi kejanggalan, ka bu keuda’ yah he kap kaudar
atau yah he pa’abuk untuk bu tinjau yah lapangan.

P: Bagaimana mekanisme monitoring terhadap
pengembangan proyek di atas wilayah adat
MHA Enggano?

J: Semua masyarakat hukum adat di wilayah

pelaksana proyek wajib melakukan pemantauan dan
bila ada kejanggalan, maka dilaporkan ke ketua suku
atau ke Pabuk untuk dilakukan peninjauan lapangan.

Q: What is the monitoring mechanism for project
development on the customary territory of the
Enggano indigenous people?

A: All indigenous people in the project implementation
area are obliged to monitor and if there are
irregularities, they are reported to the clan leader or to
Pabuk for field monitoring.

P: Mekanisme keluhan akokon persoalan
terhadap hasil me’ ke’ memuaskan apiah
pihak?

J: Abi kayadi kekeliruan he yakarah terhadap
hasil karye proyek me’ ke’ memuaskan maka kur
pihak kap ahao he paabuk bu lakukan peninjauan
keabsahan kasus he bu mita’ pihak-pihak terkait
muna’ tindakan kaiko aturan me’ berlaku.

P: Apakah ada mekanisme keluhan, jika
muncul persoalan terhadap hasil yang kurang
memuaskan beberapa pihak?

J: Apabila terjadi kekeliruan dan kesalahan terhadap
hasil pekerjaan proyek yang tidak memuaskan,

maka dari pihak kepala suku dan Pabuk melakukan
peninjauan keabsahan kasus dan meminta pihak-
pihak terkait untuk melakukan tindakan sesuai aturan
yang berlaku.

Q: Is there a grievance mechanism, if problems
arise with results that are not satisfactory to
some parties?

A: If there are mistakes and errors in the results of
unsatisfactory project work, the chief and Pabuk review
the validity of the case and ask the relevant parties to
take action according to the applicable rules.






